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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Di 
Kantor Pertanahan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1563 
K/Pdt/2010)”. Isu Hukum Dalam Penelitian ini adalah : 
1. Apa ratio decidendi hakim yang menolak permohonan kasasi pemohon 
dalamputusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/Pdt/2010 ? 
2. Apa akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT 
oleh PPAT secara online ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat 
hak tanggungan ? 
Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan 
penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 
(conseptual approach) serta dengan menggunakan pendekatan kasus (case 
approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder serta bahan hukum tersier, langkah penelitian tesis ini adalah 
menetapkan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisis 
dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum untuk dapat ditarik suatu 
kesimpulan dari hasil argumentasi yang dibangun guna memberikan jawaban atas 
isu hukum.  
Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat 
disimpulkan bahwa : 
  
1. Ratio decidenci putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/Pdt/2010 yang 
menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat 
membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT, bahwa pertimbangan 
putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak berlandaskan hukum. 
2. Akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh 
PPAT ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan, 
bahwa yang membebankan hak atas tanah adalah pihak yang namanya 
tercantum dalam sertipikat sebagai bukti pemilikan, dan beserta warkah 
lainnya didaftarkan di Kantor Pertanahan. 
Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka saran 
dari penulis yaitu Pertama, Hendaknya Penggugat mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Agung 
yang yang telah mempunyai kekuatan hukum,  menolak permohonan kasasi 
dengan pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan pendaftaran 
APHT, dengan alasan bahwa apabila hakim dalam suatu putusan terdapat suatu 
kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 huruf f 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 
Kedua, akibat keterlambatan PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor 
Pertanahan tidak merugikan kreditur, namun akibat kelalaian PPAT untuk 
mendaftarkan APHT dapat digunakan sebagai dasar pihak yang dirugikan untuk 
menggugat ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum agar PPAT tidak mengulangi perbuatannya, dan PPAT lain tidak 
melakukan hal yang sama, karena kawatir digugat ganti kerugian. 
  
ABSTRAK 
Tesisberjudul Analisis Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas 
Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Di Kantor 
Pertanahan, dengan permasalahan yaitu ratio decidendiputusan Mahkamah Agung 
No. 1563 K/Pdt/2010 yang menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan 
debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan tersebut dan akibat hukum bagi 
kreditur atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT ke Kantor Pertanahan 
untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 
Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/PDT/2010, yang menolak 
dalil-dalil penggugat mengenai cacat hukum APHT karena PPAT mengirimkan 
berkas APHT lebih dari 7 (tujuh) hari setelah berkas ditandatangani bertentangan 
dengan ketentuan pasal 13 UUHT. Namun Mahkamah Agung dalam putusannya 
menolak dalil-dalil kasasi dari Penggugat dengan pertimbangan pemohon kasasi 
tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. PPATyang terlambat mengirimkan akta 
pemberian hak tanggungan dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar 
hukum yakni melanggar ketentuan pasal 62 PP No. 37 Tahun 1998, namun 
terhadap keterlambatan tersebut apabila penggugat dapat membuktikan dirinya 
menderita kerugian, namun jika tidak dapat membuktikan, maka PPAT tidak 
dapat dimintakan pertanggungan gugat berupa ganti kerugian atas dasar telah 
melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, 
karena unsur adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan 
kerugian yang timbul tidak terpenuhi 
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ABSTRACT 
This thesisentitled Analysis of Liability for Land Acquisition Officials Due to Late 
Registration of Deed of Assistance Dependency in Land Office, with problem that 
is ratio decidendi Supreme Court decision. 1563 K / Pdt / 2010 which refuses the 
appeal of the cassation with the consideration of the debtor can not prove the 
delay and the legal consequences for the creditor for the late registration of 
APHT by PPAT to the Land Office for the issuance of the mortgage certificate, it 
is concluded that: Ratio decidendi Supreme Court Decision No. 1563 K / PDT / 
2010, which rejects the plaintiff's arguments concerning APHT legal disability 
because PPAT sends APHT files more than 7 (seven) days after the signed 
documents is contrary to Article 13 UUHT. However, the Supreme Court in its 
decision rejected the Plaintiffs' cassation arguments with the consideration that 
the appellant can not prove his arguments. PPAT who is late in submitting deeds 
granting mortgages can be said to commit unlawful acts that violate the 
provisions of article 62 PP. 37, 1998, but to the delay if the plaintiff can prove 
himself to suffer a loss, but if it can not prove, then the PPAT can not be liable for 
liability in the form of compensation on the basis of having acted against the law 
as Article 1365 Civil Code, due to elements of loss and the causal relationship 
between the act and the resulting loss is not met 
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BAB IV 
PENUTUP 
1.1 Simpulan 
a. Ratio decidenci putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/Pdt/2010 yang 
menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat 
membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT, bahwa pertimbangan 
putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak berlandaskan hukum, 
karena yang dibebani untuk membuktikan keterlambatan pendaftaran 
APHT di Kantor Pertanahan adalah PPAT, yang selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, 
wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen 
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 
b. Akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh 
PPAT ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan, 
bahwa yang membebankan hak atas tanah adalah pihak yang namanya 
tercantum dalam sertipikat sebagai bukti pemilikan, dan beserta warkah 
lainnya didaftarkan di Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan yang 
menerbitkan sertipikat hak tanggungan, memberikan hak kepada kreditur 
sebagai kreditur preferen, sehingga keterlambatan PPAT menyampaikan 
akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada 
Kantor Pertanahan untuk didaftar tidak berakibat hukum terhadap kreditur, 
melainkan berakibat hukum terhadap PPAT, karena adanya keterlambatan 
akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai 
112 
  
pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi 
kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita 
kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan 
tersebut. 
 
1.2 Saran 
a. Hendaknya penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Agung yang yang telah 
mempunyai kekuatan hukum,  menolak permohonan kasasi dengan 
pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan pendaftaran 
APHT, dengan alasan bahwa apabila hakim dalam suatu putusan terdapat 
suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 
huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 
b. Meskipun akibat keterlambatan PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor 
Pertanahan tidak merugikan kreditur, namun akibat kelalaian PPAT untuk 
mendaftarkan APHT dapat digunakan sebagai dasar pihak yang dirugikan 
untuk menggugat ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan 
melanggar hukum agar PPAT tidak mengulangi perbuatannya, dan PPAT 
lain tidak melakukan hal yang sama, karena kawatir digugat ganti 
kerugian. 
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